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Abstrak 

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang memberikan 
efek bahagia, tenang, dan rileks bagi penggunanya. Namun, penggunaan narkoba secara 
berlebihan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian. Penyalahgunaan 

narkotika kini telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status 
sosial, atau pekerjaan. Di Kota Medan, terutama di kawasan yang dikenal sebagai "Kampung 

Narkoba," penggunaan narkoba menjadi masalah sosial serius yang mempengaruhi stabilitas 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggerebekan kampung narkoba oleh 
aparat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan peredaran narkoba. Meski 

mampu meningkatkan rasa aman sementara dan mengurangi aktivitas narkoba, pendekatan ini 
juga memiliki dampak negatif. Trauma sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta potensi kekerasan 

yang terjadi dalam penggerebekan kerap dialami oleh warga yang tidak terlibat langsung, 
termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum represif tanpa 
dukungan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup efektif untuk 

mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama 
intensif antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup 

edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih 
sehat dan bebas narkoba di Kota Medan. 
Kata Kunci : Kampung Narkoba; Penggerebekan; Sosiologi Hukum 

 

Abstract 

Narcotics are substances derived from plants or non-plants that induce feelings of happiness, 
calm, and relaxation for users. However, excessive use of narcotics leads to addiction, 
dependency, and even death. The misuse of narcotics has spread across various social strata, 

disregarding age, social status, or occupation. In Medan, particularly in areas known as 
"Narcotics Villages," narcotics use has become a serious social issue affecting economic 

stability and the well-being of local communities. Law enforcement’s raids on narcotics 
hotspots represent one method to curb the spread of narcotics. Although these raids provide a 
temporary sense of security and reduce narcotics activity, they also have negative impacts. 

Social trauma, economic instability, and potential violence from raids are frequently 
experienced by uninvolved residents, including children. From a socio-legal perspective, 

repressive law enforcement without supporting measures such as rehabilitation and community 
economic empowerment proves inadequate for addressing the narcotics problem sustainably. 
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https://jurnal.darmaagung.ac.id/e-ISSN%202686-5440
mailto:dorthywest88.us@gmail.com
mailto:midahagus@gmail.com


 

167 

 

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGEREBEKAN KAMPUNG NARKOBA DAN 

IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN 
Dorthy Ulini Silalahi1), Agusmidah2) 

 

Therefore, intensive collaboration between society and the government is necessary through a 
holistic approach that includes education, rehabilitation, and economic empowerment to foster 

a healthier, drug-free environment in Medan. 
Keywords: Narcotics Village; Raids; Socio-Legal Studies 

 
PENDAHULUAN 

Fenomena peredaran narkotika di 

Indonesia, khususnya di Kota Medan, 
menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. 

Berbagai wilayah, seperti Kampung Kubur, 
dikenal sebagai pusat peredaran narkoba 
yang sulit diberantas, di mana narkotika 

diedarkan secara terbuka dan telah meresap 
ke dalam tatanan sosial masyarakat (Manik 

& Gunawan Purba, 2024). Data dari Badan 
Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan 
bahwa pada tahun 2023, Medan memilik i 

lebih dari 6.000 kasus peredaran narkoba, 
dengan mayoritas kasus melibatkan 

narkotika jenis sabu dan ganja (Aisyah & 
Sahari, 2022). Penggerebekan besar-
besaran yang dilakukan aparat sering kali 

memicu respons yang beragam dari 
masyarakat, baik yang positif maupun 

negatif. 
Penggerebekan narkoba di 

kampung-kampung yang menjadi pusat 

peredaran narkotika, seperti Kampung 
Kubur, menjadi salah satu metode yang 

diandalkan aparat dalam mengurangi 
peredaran narkoba. Namun, pendekatan ini 
sering kali menyebabkan dampak sosial 

yang cukup signifikan, termasuk trauma 
pada anak-anak dan anggota keluarga yang 

tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Selain 
itu, penggerebekan yang berlangsung tanpa 
adanya program rehabilitasi dan dukungan 

sosial ekonomi sering kali gagal membawa 
perubahan jangka panjang dan justru 

meningkatkan resistensi masyarakat 
terhadap hukum (Mulkan, 2020; Revina, 
2022). 

Penelitian ini berfokus pada dua 
masalah utama terkait dengan 

penggerebekan kampung narkoba di Kota 
Medan. Pertama, sejauh mana 
penggerebekan berdampak pada struktur 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah tersebut? Kedua, 

bagaimana masyarakat memahami dan 

merespons penegakan hukum yang 
dilakukan, khususnya dalam perspektif 

sosiologi hukum? Dampak langsung dan 
tidak langsung dari penggerebekan ini perlu 

dipahami secara mendalam agar dapat 
diidentifikasi pendekatan yang lebih efektif 
dalam penegakan hukum terkait narkotika. 

Sebelumnya, penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga 

et al. (2022) dan Nugraha (2016) berfokus 
pada efektivitas metode “undercover buy” 
dalam mengungkap peredaran narkoba, 

serta implementasi keadilan restoratif 
sebagai alternatif penegakan hukum bagi 

penyalahguna narkotika (Firdaus et al., 
2023). Namun, belum banyak kajian yang 
secara spesifik mengeksplorasi dampak 

penggerebekan narkoba terhadap struktur 
sosial masyarakat di kampung-kampung 

peredaran narkoba serta respons 
masyarakat terhadap kebijakan penegakan 
hukum yang represif ini. Selain itu, belum 

ada penelitian yang secara mendalam 
menelaah perspektif sosiologi hukum 

dalam konteks penggerebekan narkoba di 
Kota Medan, khususnya terkait dampaknya 
pada anak-anak dan keluarga (Mudzakkir, 

2008; Pratiwi et al., 2022). 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami dampak sosial dan 
persepsi masyarakat terhadap 
penggerebekan narkoba di kampung-

kampung peredaran narkoba di Kota Medan 
melalui pendekatan sosiologi hukum. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan, 
untuk: Mengidentifikasi dampak sosial-
ekonomi dari penggerebekan narkoba 

terhadap masyarakat di wilayah tersebut; 
Menganalisis respons masyarakat terhadap 

penegakan hukum yang dilakukan melalui 
penggerebekan kampung narkoba; dan 
menggali gap antara tujuan penegakan 

hukum dan persepsi masyarakat, serta 
bagaimana pendekatan sosiologi hukum 

dapat memberikan solusi alternatif. 
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Dengan memahami dampak 
penggerebekan narkoba melalui perspektif 

sosiologi hukum (Akbar & Hadi, 2022), 
penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap kebijakan 
penegakan hukum yang lebih holistik dan 
humanis, yang tidak hanya bersifat represif 

tetapi juga memerhatikan kebutuhan 
rehabilitasi dan pemulihan sosial 

masyarakat terdampak. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus (Langbroek et al., 2017), yang 
difokuskan pada Kampung Kubur di Kota 
Medan, sebuah wilayah yang dikenal 

sebagai pusat peredaran narkoba. 
Pendekatan studi kasus dipilih untuk 

menggali secara mendalam dampak 
penggerebekan narkoba terhadap struktur 
sosial dan ekonomi masyarakat serta 

respons masyarakat terhadap kebijakan 
penegakan hukum. 

Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan melalui beberapa metode, 
yaitu: Wawancara Mendalam, dilakukan 

dengan warga setempat, aparat penegak 
hukum, serta mantan pengguna narkoba 

yang telah menjalani rehabilitasi, untuk 
memahami pengalaman dan persepsi terkait 
penggerebekan. Observasi dilakukan pada 

lokasi penggerebekan (jika 
memungkinkan) untuk melihat secara 

langsung kondisi sosial dan dampak fisik 
dari operasi penegakan hukum. 
Selanjutnya, menggunakan dokumen dan 

laporan resmi dari Badan Narkotika 
Nasional (BNN) serta kepolisian mengena i 

data peredaran narkoba di Medan, terutama 
yang terkait dengan Kampung Kubur 
(Manik & Gunawan Purba, 2024). 

Data dianalisis menggunakan 
pendekatan sosiologi hukum yang 

memadukan analisis terhadap hukum 
formal dengan interaksi sosial di 
masyarakat (Andriani, 2022). Hasil 

wawancara dan observasi disusun menjadi 
tema-tema utama, seperti dampak sosial-

ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap 

penggerebekan. Tujuannya untuk 
menggambarkan benturan antara hukum 

formal dan norma sosial setempat, serta 
mengidentifikasi persepsi masyarakat 

terhadap upaya penegakan hukum. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dampak Penggerebekan terhadap 

Masyarakat Setempat 

Penggerebekan yang dilakukan di 
Kampung Kubur, salah satu pusat 

peredaran narkoba di Kota Medan, 
membawa dampak signifikan bagi 

masyarakat. Reaksi warga terhadap 
penggerebekan ini beragam. Sebagian 
warga merasa bahwa tindakan tersebut 

memberikan rasa aman sementara dan 
menghargai upaya aparat dalam menekan 

peredaran narkoba di lingkungannya. 
Namun, sebagian lain merasa khawatir 
terhadap stabilitas ekonomi dan potensi 

kekerasan yang sering kali menyerta i 
operasi semacam ini. Trauma yang 

ditinggalkan juga berdampak pada anak-
anak dan anggota keluarga yang tidak 
terlibat langsung dalam kegiatan krimina l, 

terutama karena harus menyaksikan 
tindakan represif aparat, yang terkadang 

disertai kekerasan (Basril et al., 2023; 
Fahlevi, 2015; Fahlevi et al., 2015; Fitriani, 
2016). 

Kondisi Ekonomi dan Sosial Pasca-

Penggerebekan di Kampung Narkoba 

Penggerebekan yang dilakukan 
tanpa adanya tindak lanjut berupa program 
rehabilitasi sosial dan ekonomi 

meninggalkan kondisi yang 
memprihatinkan bagi sebagian warga. 

Meskipun aktivitas peredaran narkoba 
berkurang untuk sementara waktu, hal ini 
juga mengganggu stabilitas ekonomi lokal. 

Banyak warga yang terlibat dalam 
peredaran narkoba sebagai sumber mata 

pencaharian, sehingga penggerebekan 
menyebabkan hilangnya penghasilan bagi 
yang bergantung pada ekonomi ilegal ini 

(Patoni et al., 2023). Di sisi lain, kurangnya 
alternatif ekonomi dan lapangan kerja yang 

tersedia menyebabkan beberapa warga 
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kembali terlibat dalam kegiatan peredaran 
narkoba setelah situasi relatif tenang 

(Sanger, 2013). 
Respons Aparat dan Tindakan Setelah 

Penggerebekan 

Setelah melakukan penggerebekan, 
aparat kepolisian umumnya melanjutkan 

dengan tindakan represif tambahan 
terhadap individu yang dicurigai terlibat 

dalam jaringan narkoba. Namun, upaya 
represif ini sering kali tidak disertai dengan 
pendekatan rehabilitatif yang 

komprehensif, seperti yang disarankan oleh 
Undang-Undang Narkotika yang 

mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu 
(Febriyanto & Ablisar, 2023; Pasaribu et 
al., 2023). Pihak berwenang masih fokus 

pada hukuman pidana, tanpa memberikan 
perhatian pada penanganan jangka panjang 

yang lebih efektif melalui rehabilitasi dan 
dukungan sosial bagi pengguna. Hal ini 
mengakibatkan siklus peredaran narkoba 

yang terus berulang, karena tindakan 
represif tanpa dukungan sosial-ekonomi 

belum mampu mengatasi akar masalah dari 
peredaran narkoba di masyarakat (Sari, 
2017; Siagian, 2022). 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
perlunya perubahan pendekatan dalam 

penanganan peredaran narkoba di 
kampung-kampung narkoba, dengan 
menekankan pada integrasi pendekatan 

hukum represif dan rehabilita t if 
(Chouliaras, 2014; Hatta, 2010; Julyano & 

Sulistyawan, 2019). Benturan antara 
hukum formal dan kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat memerlukan kebijakan yang 

lebih menyeluruh untuk dapat mengatasi 
masalah narkoba secara efektif di wilayah-

wilayah yang rentan seperti Kampung 
Kubur di Kota Medan. 
Analisis Sosiologi Hukum 

Benturan antara Hukum Formal 
(Penegakan Hukum) dan Norma Sosial 

Lokal 
Penggerebekan narkoba yang dilakukan di 
Kampung Kubur memperlihatkan adanya 

benturan yang signifikan antara hukum 
formal (aturan hukum negara) dan norma 

sosial lokal . Dalam sosiologi hukum, ini 

sering disebut sebagai konflik antara 
“hukum negara” dan “hukum rakyat” atau 

norma informal yang sudah melekat dalam 
komunitas (Setyadi & Wibowo, 2022). Bagi 

masyarakat Kampung Kubur, peredaran 
narkoba sudah menjadi bagian dari 
kehidupan ekonomi masyarakat. 

Keterlibatan sebagian warga dalam 
jaringan narkoba bukan hanya karena 

alasan kriminal, tetapi juga faktor ekonomi 
dan keterbatasan akses pekerjaan. Norma 
sosial di lingkungan tersebut cenderung 

mentoleransi, atau bahkan mendukung, 
peredaran narkoba sebagai bentuk adaptasi 

terhadap kondisi ekonomi yang sulit 
(Shalihah, 2017; Umanailo, 2017). 

Ketika aparat melakukan 

penggerebekan, hukum formal yang 
diterapkan bertujuan menegakkan 

ketertiban dan mengurangi peredaran 
narkoba. Namun, tindakan ini sering kali 
dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas 

ekonomi lokal oleh warga setempat, yang 
kemudian menciptakan ketegangan antara 

aparat penegak hukum dan masyarakat. 
Dalam perspektif sosiologi hukum, 
benturan ini menggambarkan 

ketidakharmonisan antara peraturan negara 
dan kondisi sosial masyarakat yang 

dipengaruhi oleh norma lokal yang permisif 
terhadap narkoba. 
Dampak terhadap Persepsi Masyarakat 

tentang Keadilan dan Kesadaran Hukum 
Persepsi masyarakat tentang keadilan 

sangat terpengaruh oleh pendekatan yang 
digunakan aparat dalam penggerebekan. 
Banyak warga merasa bahwa 

penggerebekan yang dilakukan secara 
mendadak dan represif, tanpa adanya dialog 

atau sosialisasi terlebih dahulu, 
menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat 
melihat tindakan aparat sebagai bentuk 

kekerasan yang tidak mengharga i 
masyarakat sebagai warga negara yang 

setara di hadapan hukum. Hal ini 
menimbulkan pandangan bahwa penegakan 
hukum hanya bersifat menghukum, tanpa 

memerhatikan solusi yang lebih holist ik 
bagi perbaikan ekonomi masyarakat 

(Patoni et al., 2023; Revina, 2022). 
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Kesadaran hukum masyarakat di 
kampung narkoba ini pun menjadi rendah, 

karena hukum dianggap sebagai alat 
kekuasaan yang digunakan oleh pihak 

berwenang tanpa mempertimbangkan 
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 
cenderung skeptis terhadap hukum, karena 

penegakan hukum yang dilakukan justru 
mengabaikan kebutuhan dasar terhadap 

ekonomi dan keamanan. Hal ini berakibat 
pada rendahnya dukungan warga terhadap 
tindakan hukum formal dan memicu 

resistensi terhadap intervensi aparat 
(Pratiwi et al., 2022; Pratiwi Pramesti, 

2023). 
Dampak Sosial pada Anak-anak dan 
Keluarga yang Tidak Terlibat Langsung  

Dampak sosial dari penggerebekan ini 
sangat dirasakan oleh anak-anak dan 

anggota keluarga yang tidak terlibat 
langsung dalam aktivitas peredaran 
narkoba. Anak-anak di Kampung Kubur 

yang menyaksikan penggerebekan sering 
kali mengalami trauma psikologis akibat 

kekerasan yang terjadi (Ablisar & Mulyadi, 
2021; Budoyo, Sapto; Sari, 2019; Nababan, 
2008; Purwanti & Zalianti, 2018). Anak-

anak mengalami ketakutan dan 
ketidakpastian, yang dapat berdampak pada 

perkembangan mental dan emosiona lnya 
(Abas et al., 2022). Dalam perspektif 
sosiologi hukum, dampak ini menunjukkan 

bahwa hukum formal yang diterapkan tidak 
hanya memengaruhi pelaku kriminal, tetapi 

juga berdampak pada individu-individu 
yang seharusnya terlindungi oleh hukum. 
Anggota keluarga lain yang tidak terlibat 

juga menghadapi stigma sosial dari 
masyarakat sekitar dan kerugian ekonomi 

yang mendalam. Kehilangan mata 
pencaharian, rasa takut, dan stigma sosial 
menempatkan keluarga-keluarga ini dalam 

situasi yang rentan dan sulit. Penegakan 
hukum yang tidak memerhatikan efek 

samping bagi masyarakat secara 
keseluruhan cenderung gagal mencapai 
tujuan rehabilitatif atau preventif, dan 

hanya menghasilkan dampak jangka 
pendek yang berpotensi memicu resistensi 

dan ketidakpercayaan terhadap hukum 
(Hasanah, 2023; Suyono et al., 2021). 

Analisis ini menunjukkan bahwa 
pendekatan sosiologi hukum dapat 

memberikan pemahaman lebih dalam 
mengenai permasalahan yang timbul dari 
benturan antara hukum formal dan norma 

sosial lokal (Akbar & Hadi, 2022; Arief, 
2020). Pendekatan yang lebih humanis, 

melalui integrasi penegakan hukum dengan 
program rehabilitasi dan pemberdayaan 
ekonomi, diperlukan untuk mencapai solusi 

yang lebih komprehensif bagi masyarakat 
di kampung-kampung narkoba seperti 

Kampung Kubur. 
Perspektif Positif dan Negatif 

Sisi Positif Penggerebekan 

Penggerebekan kampung narkoba 
seperti di Kampung Kubur memilik i 

beberapa dampak positif yang dirasakan 
masyarakat. Pertama, penggerebekan ini 
memberikan peningkatan rasa aman, 

meskipun hanya sementara, bagi warga 
yang merasa terganggu dengan aktivitas 

peredaran narkoba di lingkungan tersebut. 
Warga yang tidak terlibat dalam kegiatan 
narkoba menyambut baik tindakan ini, 

sebab mengurangi potensi bahaya di 
lingkungan setempat. Warga tersebut 

berharap bahwa dengan adanya tindakan 
tegas dari aparat, lingkungan tersebut dapat 
menjadi lebih kondusif dan bebas dari 

kegiatan yang merusak (Revina, 2022). 
Selain itu, penggerebekan berhasil 

menurunkan aktivitas peredaran narkoba 
dalam jangka pendek. Para pengedar dan 
pengguna narkoba menjadi waspada atau 

bahkan menghentikan kegiatan masyarakat 
sementara waktu, yang pada akhirnya 

mengurangi angka peredaran narkoba di 
wilayah tersebut. Dalam konteks sosiologi 
hukum, tindakan penegakan hukum yang 

represif ini juga menunjukkan otoritas 
negara dalam menjaga ketertiban dan 

melindungi warga dari dampak negatif 
narkoba (Patoni et al., 2023). 
Sisi Negatif Penggerebekan  

Namun, penggerebekan kampung 
narkoba juga membawa sejumlah dampak 

negatif yang tidak dapat diabaikan. Sisi 
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negatif utama dari penggerebekan ini 
adalah trauma sosial yang dialami oleh 

warga, terutama anak-anak dan anggota 
keluarga yang tidak terlibat dalam kegiatan 

kriminal. Anak-anak yang menyaksikan 
kekerasan atau melihat anggota 
keluarganya ditangkap sering kali 

mengalami trauma psikologis yang 
mendalam, yang dapat mempengaruhi 

kesehatan mental anak-anak dalam jangka 
panjang (Abas et al., 2022). Hal ini 
menunjukkan bahwa penegakan hukum 

yang dilakukan dengan pendekatan 
kekerasan dapat meninggalkan dampak 

psikologis yang serius bagi masyarakat, 
yang dalam jangka panjang justru 
mengurangi rasa aman dan kepercayaannya 

terhadap hukum (Siagian, 2022). 
Selain dampak psikologis, potensi 

kekerasan yang muncul selama 
penggerebekan juga menjadi masalah besar. 
Penggerebekan yang dilakukan secara 

mendadak dan dalam skala besar sering kali 
melibatkan tindakan represif yang keras 

dari pihak aparat. Warga yang tidak terkait 
langsung, terutama anak-anak dan 
perempuan, menjadi saksi kekerasan, yang 

bisa menimbulkan ketakutan dan perasaan 
tidak aman. Tindakan yang dilakukan 

dengan keras dan tanpa pandang bulu ini, di 
mata masyarakat, memperkuat pandangan 
bahwa hukum dijalankan secara sewenang-

wenang dan tanpa rasa kemanusiaan 
(Patoni et al., 2023; Pratiwi et al., 2022). 

Dari sudut pandang ekonomi, 
penggerebekan juga menciptakan 
ketidakstabilan jangka panjang bagi 

masyarakat setempat. Kampung narkoba 
seperti Kampung Kubur sangat tergantung 

pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan 
peredaran narkoba. Bagi sebagian warga, 
keterlibatan dalam jaringan narkoba 

menjadi sumber mata pencaharian utama 
karena minimnya kesempatan kerja dan 

pilihan ekonomi yang tersedia. 
Penggerebekan yang menyebabkan 
penghentian aktivitas peredaran narkoba 

tanpa menyediakan alternatif pekerjaan lain 
menyebabkan banyak warga kehilangan 

mata pencaharian, yang pada akhirnya 

meningkatkan ketidakstabilan ekonomi di 
wilayah tersebut (Abas et al., 2022). 

Ketidakstabilan ini memperburuk kondisi 
sosial-ekonomi, dan tanpa adanya solusi 

yang berkelanjutan, beberapa warga 
kemungkinan akan kembali terlibat dalam 
kegiatan ilegal sebagai upaya bertahan 

hidup. 
Analisis perspektif positif dan 

negatif ini menunjukkan bahwa, meskipun 
penggerebekan kampung narkoba dapat 
memberikan dampak positif berupa 

pengurangan aktivitas narkoba, tindakan 
represif tanpa strategi rehabilitatif dan 

pemberdayaan ekonomi justru 
meninggalkan dampak sosial-ekonomi dan 
psikologis yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan pentingnya pendekatan yang 
lebih holistik dalam penanganan peredaran 

narkoba, dengan menyeimbangkan 
tindakan hukum dengan rehabilitasi dan 
pemberdayaan masyarakat untuk mencapai 

hasil yang berkelanjutan. 
 

KESIMPULAN 

Penggerebekan kampung narkoba 
di Kota Medan, khususnya di Kampung 

Kubur, memiliki dampak kompleks pada 
struktur sosial dan ekonomi masyarakat. 

Meski penggerebekan meningkatkan rasa 
aman sementara dan menekan aktivitas 
narkoba, efek negatif seperti trauma sosial, 

potensi kekerasan, dan ketidakstabilan 
ekonomi tetap signifikan. Konflik antara 

hukum formal dan norma sosial lokal 
menunjukkan bahwa pendekatan represif 
saja tidak cukup mengatasi masalah ini. 

Pendekatan holistik yang mencakup 
rehabilitasi, edukasi tentang bahaya 

narkoba, dan pemberdayaan ekonomi untuk 
menyediakan pekerjaan yang legal bagi 
warga, sangat urgen untuk dilaksanakan. 

Penelitian lanjutan diperlukan untuk 
mengkaji dampak jangka panjang 

penggerebekan, meningkatkan kesadaran 
hukum, dan menilai efektivitas program 
rehabilitasi serta pemberdayaan ekonomi. 
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